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KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan
mengoptimalkan besarnya potensi daerah yang ada di Kabupaten Bojonegoro maka
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bermaksud untuk melakukan penyertaan modal
daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri. Oleh karena itu,
perlu disusun Naskah Akademik yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada

Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri.

Laporan Naskah Akademik ini terbagi menjadi enam bagian utama. Bagian pertama berisi
pendahuluan yang menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat,
serta metoda yang digunakan. Bagian kedua berisi tentang landasan teoretis dan praktik
empiris. Bagian ketiga berisi evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penyertaan modal daerah kepada BUMD. Bagian
keempat berisi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang
digunakan sebagai dasar penyusunan Naskah Akademik. Bagian kelima berisi jangkauan,
arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah dan bagian keenam

yang berisi kesimpulan dan saran.

Laporan ini mungkin masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, kepada
berbagai pihak diharapkan sumbang saran demi penyempurnaan laporan ini. Kepada
berbagai pihak yang telah membantu berlangsungnya pengembangan dan penyelesaian

laporan ini diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 2023
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004).
Berbagai regulasi dibuat untuk memastikan tujuan tersebut dapat dicapai dengan
optimal. Di antara regulasi yang digunakan sebagai dasar pencapaian tujuan
tersebut yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Regulasi tersebut semakin menegaskan perubahan yang signifikan pasca
reformasi terhadap desentralisasi dalam hal pendelegasian kewenangan di
Indonesia. Pendelegasian kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri
merupakan bentuk otonomi daerah sebagai upaya pemerintah untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya adalah dengan memperkuat pendukung perekonomian masyarakat
melalui penyertaan modal daerah. Tujuan utama yang diharapkan dari penyertaan
modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah tertuang di dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, yaitu:

a. meningkatkan pendapatan daerah;
b. menumbuhkan perekonomian daerah; dan

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Babl-1
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Sementara itu, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari penyertaan
modal daerah yakni untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat
lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka paling tidak penyertaan modal daerah
dilakukan dengan membawa dua misi utama yaitu misi ekonomi dan misi sosial.
Kedua misi tersebut selaras dengan yang tertuang di dalam definisi investasi
pemerintah daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah. Di regulasi tersebut disebutkan bahwa investasi pemerintah daerah adalah
penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah
dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi
langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka misi ekonomi yang diharapkan dari penyertaan
modal daerah yaitu agar dapat berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan
pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah tersebut dapat diperoleh baik
dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk bunga dan pajak. Sementara itu, misi
sosial yang ada di dalam penyertaan modal daerah yaitu diharapkan dapat
memberikan multiplier effect bagi kondisi ekonomi masyarakat secara umum dan
Khusus. Secara umum, penyertaan modal daerah diharapkan dapat menggerakkan
potensi ekonomi masyarakat umum dengan penciptaan lapangan kerja baru,
menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi yang memiliki
orientasi yang seleras dengan maksud penyertaan modal pemerintah daerah. Secara

khusus, penyertaan modal daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para
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mitra kerja pemerintah daerah dalam penyertaan modal daerah seperti para petani,

nelayan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan membawa dua misi tersebut maka

penyertaan modal daerah berada pada posisi yang cukup strategis dalam
pembangunan daerah.

Sementara itu, penyertaan modal daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat
melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara dan/atau badan
usaha milik daerah (BUMD). BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun tujuan utama
dari pendirian BUMD selaras dengan tujuan penyertaan modal daerah seperti yang
tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, yaitu:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola
pemsahaan yang baik; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut maka semakin menegaskan peran penyertaan modal
daerah pada BUMD yang strategis bagi suatu daerah. Oleh karena itu, Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro bermaksud untuk mengoptimalkan manfaat yang dapat
diperoleh dari penyertaan modal daerah dengan melakukan penyertaan modal

kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bojonegoro Pangan Mandiri. Dengan
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demikian, perlu dibentuk suatu perangkat hukum terkait penyertaan modal yang
akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Perumda
Bojonegoro Pangan Mandiri.

Tentu saja pembentukan perangkat hukum seperti peraturan daerah mengenai
penyertaan modal daerah di Kabupaten Bojonegoro perlu didahului dengan
penelitian pendahuluan yang memadai. Penelitian tersebut mengkaji mengenai hal-
hal yang akan dan harus diatur, landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya serta
asas-asasnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Atas dasar
hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu untuk membuat Naskah
Akademik yang terkait dengan penyertaan modal daerah kepada Perumda
Bojonegoro Pangan Mandiri sehingga dapat terwujud peraturan perundang-

undangan yang baik dan implementatif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dijelaskan di atas maka penyertaan
modal kepada BUMD mengemban misi ekonomi dan misi sosial yang dapat
mendukung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mencapai tujuan bernegara.
Untuk memaksimalkan hal tersebut maka dibutuhkan kajian akademis yang layak
sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang baik dan berkelanjutan. Oleh
karena itu, untuk memaksimalkan hal tersebut maka Naskah Akademik ini

mengidentifikasi beberapa permasalahan berikut:
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Mengapa perlu dibuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Bojonegoro Pangan
Mandiri?

Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis,
dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Bojonegoro Pangan
Mandiri?

Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan
arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Daerah kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri?

1.3 Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

Secara umum, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri

adalah memberikan landasan pemikiran dan justifikasi akademik yang memberikan

gambaran tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada

Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Secara khusus, tujuan penyusunan Naskah

Akademik ini adalah:

a.

Melakukan kajian dan mendiagnosis hal-hal krusial yang dihadapi dalam
penyertaan modal daerah kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;

Melakukan paparan ilmiah atas temuan-temuan dalam penyertaan modal
daerah kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, dalam persektif filosofis,

sosiologis, dan yuridis;
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c. Memberi landasan ilmiah dan akademik bagi penyusunan rancangan kebijakan
penyertaan modal daerah kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
Secara umum, manfaat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri

adalah menjadi acuan dan pedoman dalam penyertaan modal daerah oleh

Pemerintah Kabupaten Bojoneggoro. Secara spesifik, penyusunan naskah

akademik ini bermanfaat sebagai berikut:

a. Secarateoretis menjadi perbandingan kajian-kajian serupa di tempat lain untuk
mengukur akurasi pemanfaatan pengetahuan-pengetahuan dalam rangka
penyusunan kerangka solusi atas persoalan yang terkait dengan penyertaan
modal daerah kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;

b. Secara praktis, naskah akademik ini menjadi landasan ilmiah dan akademik
bagi penyusunan kebijakan dengan penyertaan modal daerah kepada Perumda

Bojonegoro Pangan Mandiri.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode
yuridis normatif. Metode ini menekankan pada kajian pustaka dengan menelaah
data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya
serta referensi lainnya. Dalam hal ini regulasi atau referensi yang digunakan terkait
penyertaan modal pemerintah daerah. Adapun regulasi utama yang menjadi dasar
penyusunan Naskah Akademik ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan informasi yang tersebar pada beberapa sumber, meliputi

organisasi perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan kepustakaan terkait

dengan konsepsi dasar dan teori-teori yang berhubungan dengan pendirian
penyertaan modal daerah. Informasi yang tersebar tersebut dikumpulkan dengan
beberapa metode, yaitu:

a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan memfokuskan terhadap
dokumen tertulis atau tercetak yang telah terpublikasi atau terdokumentasi oleh
orang atau lembaga. Dokumen yang diperoleh melalui metode dokumentasi
adalah peraturan dan regulasi terkait investasi dan/atau penyertaan modal
daerah kepada BUMD;

b. Focus Group Discussion (FGD), merupakan metode yang memfokuskan
kepada pembahasan satu atau beberapa tema secara terfokus dan berdasar
kompetensi peserta yang terlibat. Melalui FGD, isu-isu yang muncul dapat
terklarifikasi atau bahkan terbantahkan secara data atau teoretis. Tema-tema
FGD dipilah berdasar tingkat kontroversi atau variasi yang kompleks. Semakin

kompleks maka isu tersebut membutuhkan FGD sebagai forum untuk

Bab -7



Naskah Akademik
Penyertaan Modal Daerah
Kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri

mengklarifikasi berbagai isu yang muncul terkait dengan penyertaan modal

daerah kepada BUMD.

1.4.2 Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh, proses berikutnya dalam penyusunan naskah akademik

ini adalah analisis data. Dalam konteks ini, analisis dilakukan dengan dua

pendekatan, yaitu analisis deskriptif (descriptive analysis) dan analisis isi (content
analysis).

a. Analisis deskriptif bersifat kualitatif melalui narasi-narasi ilmiah yang bersifat
deskriptif. Penyertaan modal daerah dijelaskan secara runtut melalui logika
induktif yang berawal dari konteks, masalah yang teridentifikasi, formula
teoretis, kajian empiris, dan konstruksi perbaikan. Melalui logika induktif ini,
penyertaan modal daerah kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebagai
lokus kajian naskah akademik ini dideskripsikan secara runtut sesuai dengan
data yang ditemukan. Pada dasarnya, analisis deskriptif tidak sampai pada
kesimpulan akhir, hal ini dikarenakan pendekatan yang dilakukan secara
kualitatif, analisis bersifat on going dan akan berakhir ketika mengalami
kejenuhan. Indikator kejenuhan adalah apabila tidak ditemukan data baru dalam
satu periode kajian tertentu.

b. Analisis isi dilakukan mengingat penyertaan modal daerah tidak bisa lepas dari
regulasi lain yang mengitarinya. Untuk memastikan kerangka perbaikan tidak
lepas konteks, maka analisis dilakukan melalui kajian terhadap isi undang-

undang dan peraturan lain yang melingkupinya. Dengan demikian, setiap konsep
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yang dimunculkan sebagai inisiatif penyertaan modal daerah memiliki

keterkaitan dengan berbagai referensi atau regulasi-regulasi yang mengitarinya.
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BAB 11

LANDASAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Landasan Teoretis
2.1.1 Landasan Konseptual Tujuan Penyelenggaraan Negara
Penyelenggaran pemerintahan di Indonesia tidak lepas dari sejarah terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disebabkan karena sejarah
terbentuknya NKRI telah memuat tujuan fundamental dari penyelengaraan negara
di Indonesia. Ritonga (2020) menjelaskan bahwa sejarah pembentukan NKRI
sangat terkait dengan sejarah panjang perjuangan bangsa-bangsa yang mendiami
wilayah Nusantara. Sejarah panjang tersebut dimulai sejak masa Kerajaan
Sriwijaya, Kerajaan Majapahit hingga bermuara pada para pendiri Negara
Indonesia yang menuangkan kesamaan ideologi tersebut ke dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mendasari berdirinya NKRI. Di dalam
UUD 1945 tersebut telah memuat tujuan utama penyelenggaraan pemerintah di
Indonesia. Adapun tujuan utama dari pendirian NKRI tertuang di dalam pembukaan
UUD 1945 pada alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut:
“...Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat lima tujuan utama yang
hendak dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, segala upaya dan layanan

yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah harus berorientasi untuk mewujudkan
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masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini seperti yang tertuang di dalam Pasal 7
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
menyebutkan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dan fungsi
pemerintahan dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan bernegara.

Hal tersebut selaras dengan salah satu teori pembentukan negara yaitu Teori
Perjanjian/Kontrak Sosial. Ritonga (2020) menjelaskan bahwa teori tersebut
memandang negara dapat terbentuk melalui kesepakatan antara kelompok
masyarakat yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang
dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Teori ini dianut oleh
Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu.

Selain itu, di dalam Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan bahwa salah satu upaya
untuk mencapai tujuan bernegara dilakukan melalui pemberian hak otonomi kepada
daerah. Hak otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Tujuan utama dari
pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik
dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004).

Pemberian hak otonomi kepada daerah juga diikuti dengan desentralisasi fiskal
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Hastuti, 2018). Desentralisasi fiskal
diterapkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam
mengelola keuangan daerahnya baik dari sisi pendapatan maupun pengeluarannya.
Pada prinsipnya hal ini dimaksudkan untuk digunakan oleh pemerintah dalam
mengelola pembangunan sehingga dapat mendorong perekonomian daerah maupun

nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).
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2.1.2 Prinsip Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan hendaknya digunakan
dan diarahkan dalam mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, untuk mencapai
tujuan tersebut maka terdapat prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam
pengelolaan keuangan pemerintahan. Prinsip tersebut dikenal dengan prinsip value
for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor
publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas. Sementara itu, definisi value for money yang diungkapkan oleh Asian
Development Bank (2021) yaitu penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,
dan ekonomis yang membutuhkan evaluasi biaya dan manfaat yang relevan
bersama dengan penilaian risiko, atribut non harga, dan/atau total biaya
kepemilikan yang sesuai.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah telah mengembangkan tiga prinsip value for money ke dalam
pengelolaan keuangan daerah. Pada regulasi tersebut disebutkan bahwa
pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan. Adapun penjelasan lebih lanjut terhadap prinsip tersebut
adalah sebagai berikut:

1. tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang

didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bab Il -3



Naskah Akademik
Penyertaan Modal Daerah
Kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri

2. efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu
atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

3. ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu
pada tingkat harga yang terendah.

4. efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan,
yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

5. transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah.

6. bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

7. keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

8. kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan
proporsional

9. manfaat untuk masyarakat adalah keuangan daerah diutamakan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

10. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan
keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2.1.3 Investasi Pemerintah Daerah
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Definisi investasi pemerintah daerah telah dimuat dan dijelaskan di dalam dua
regulasi yaitu di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah dan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi
Pemerintah. Investasi Pemerintah di dalam dua regulasi tersebut menyebutkan
bahwa penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang
untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Oleh karena itu,
berdasarkan definisi tersebut maka di dalam PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah dijelaskan bahwa terdapat tiga tujuan utama yang hendak
diperoleh dari investasi pemerintah yaitu manfaat ekonomi, manfaat sosial,
dan/atau manfaat lainnya.

Manfaat ekonomi adalah adalah penambahan nilai yang diperoleh secara
langsung maupun tidak langsung dalam bentuk finansial, peningkatan kualitas,
dan/atau pendorong pertumbuhan sektor tertentu. Manfaat langsung misalnya
berupa dividen, bunga, capital gain, pertumbuhan nilai perusahaan, peningkatan
berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka
waktu tertentu. Manfaat tidak langsung misalnya berupa stimulus yang dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi sektor tertentu.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan
uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat
luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi
masyarakat, penggerakkan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat,

peningkatan kualitas kehidupan dan penghasilan, infrastruktur dan lain-lain.
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Sementara itu, manfaat lainnya adalah manfaat yang diperoleh selain dari manfaat

ekonomi dan manfaat sosial.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi

Pemerintah juga menyebutkan beberapa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan

investasi, yaitu:

a.

transparansi yaitu pengelolaan investasi harus dilakukan secara terbuka dan
dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang
mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan;

akuntabilitas yaitu pengelolaan investasi harus dapat dipertanggungjawabkan
Kinerjanya secara transparan dan wajar;

responsibilitas yaitu pengelolaan investasi harus dilaksanakan dengan iktikad
baik dan penuh tanggung jawab;

independensi yaitu investasi dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

kewajaran dan kesetaraan yaitu pengelolaan investasi dilakukan dengan
memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku
kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing;

profesionalisme yaitu pengelolaan investasi dijalankan oleh orang yang
mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan
tugas; dan

kehati-hatian yaitu pengelolaan investasi dilakukan dengan cermat,
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Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah, investasi di pemerintah daerah dapat
dikelompokkan menjadi dua jenis investasi yaitu investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek memiliki beberapa karakteristik,
yaitu:

1. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

2. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah
dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan

3. Derisiko rendah
Adapun investasi pemerintah yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka

pendek, antara lain:

1. deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat
diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

2. pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh
pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia
(SBI).

Sementara itu, investasi jangka panjang berdasarkan sifatnya dapat
dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu investasi permanen dan investasi non
permanen. Investasi permanen didefinisikan sebagai investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi
nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki
secara tidak berkelanjutan. Perbedaan paling utama dari dua definisi investasi

tersebut yaitu pada istilah berkelanjutan. Berkelanjutan adalah kepemilikan
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investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk
memperjualbelikan atau menarik kembali. Sementara itu, pengertian tidak
berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua
belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk
memperjualbelikan atau menarik kembali.

Adapun investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi
yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen
dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga
hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa
a. penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan

internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan
pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara
lain dapat berupa:

1. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

2. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada
pihak ketiga;

3. dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti

bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
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4. investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk
dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang

dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

2.1.4 Penyertaan Modal Kepada BUMD

Sebagai bentuk realisasi dari amanat UUD 1945 dalam bidang ekonomi, pemerintah
daerah mendirikan BUMD yang merupakan sarana pemerintah daerah untuk
mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. BUMD memiliki peran yang cukup strategis dalam memberikan
pengaruh yang besar bagi perekonomian masyarakat di suatu daerah. Hal ini karena
BUMD dapat beroperasional dengan efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat
menyediakan produk-produk vital yang berkualitas dengan harga yang terjangkau
bagi rakyat (Suratminingsih, 2023). Selain itu, BUMD memiliki peran dalam
mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap
penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak sehingga dapat menjawab
tantangan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dengan meningkatkan
peran/kontribusi BUMD (Siahaan, 2014).

Pembentukan BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan di
bidang usaha. Adapun tujuan utama pembentukan BUMD di dalam Undang-
undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada

umumnya;
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b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola
perusahaan yang baik; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sementara itu, alasan pendirian BUMD dijabarkan lebih lanjut oleh Furgan

(2010), yaitu:

a. Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi
di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah,
memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan mencari keuntungan
(provit motive).

b. Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan
publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu
melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang
sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.

c. Alasan anggaran, yaitu sebagai upaya pemerintah daerah dalam mencari
sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari
pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan
di daerah.

d. Alasan politis, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya
dukung politis bagi pemerintah daerah, yang mana alasan politis ini biasanya

jarang dikemukakan, terlebih lagi secara formal.
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Berdasarkan bentuk BUMD-nya, maka BUMD dapat dibagi menjadi dua jenis
yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perbedaan utama
dari kedua jenis BUMD tersebut terletak pada komposisi modal yang dimiliki oleh
pemerintah daerah. Perusahaan umum daerah didefinisikan sebagai BUMD yang
seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara
itu, perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas
yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima

puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

2.2. Praktik Empiris

2.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa
Timur yang terletak pada posisi 60 59 sampai 70 37’ Lintang Selatan dan 1120 25°
sampai 1120 09’ Bujur Timur dengan jarak + 110 km dari ibu kota provinsi.
Sementara itu, luas wilayahnya mencapai 230.706 Ha dan memiliki batas wilayah
sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tuban

2. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang

4. Sebelah Barat  : Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah)
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Gambar 2.1
Peta Kabupaten Bojonegoro

Secara administrasi, Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan
dengan 419 desa dan 11 kelurahan. Adapun wilayah administrasi Kabupaten

Bojonegoro beserta luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro
Luas Wilayah
No Nama Kecamatan
Ha %
1 | Margomulyo 13.968 6,05
2 | Ngraho 7.148 3,10
3 | Tambakrejo 20.958 9,08
4 | Ngambon 4.865 2,11
5 | Sekar 13.024 5,65
6 | Bubulan 8.473 3,67
7 | Gondang 10.701 4,64
8 | Temayang 12.467 5,40
9 | Sugihwaras 8.715 3,78
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No Nama Kecamatan Luas Wilayah
Ha %

10 | Kedungadem 14,515 6,29
11 | Kepohbaru 7.964 3,45
12 | Baureno 6.637 2,88
13 | Kanor 5.978 2,59
14 | Sumber Rejo 7.658 3,32
15 | Balen 6.052 2,62
16 | Sukosewu 4.748 2,06
17 | Kapas 4.638 2,01
18 | Bojonegoro 2.571 1,11
19 | Trucuk 3.671 1,59
20 | Dander 11.836 5,13
21 | Ngasem 14,721 6,38
22 | Kalitidu 6.595 2,86
23 | Malo 6.541 2,84
24 | Purwosari 6.232 2,70
25 | Padangan 4.200 1,82
26 | Kasiman 5.180 2,25
27 | Kedewan 5.651 2,45
28 | Gayam 5.005 2,17

Jumlah 230.706 100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2023a.

Sementara itu, terkait penggunaan lahan di Kabupaten Bojonegoro sebagian

besar didominasi penggunaan untuk hutan dan sawah. Penggunaan lahan dari kedua

hal tersebut seluas 197.438 ha atau dengan persentase sebesar 85,45% dari total luas

lahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut ditunjukkan lebih lanjut

pada Tabel 2.2 berikut:
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Tabel 2.2
Data Penggunaan Lahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase
(%)

1 | Hutan 87.170,91 37,73%
2 | Sawah Irigasi 55.499,90 24,02%
3 | Sawah Tadah Hujan 54.767,55 23,70%
4 | Permukiman 27.422,76 11,87%
5 | Perkebunan 2.141,02 0,93%
6 | Sungai 2.124,30 0,92%
7 | Pertambangan 475,28 0,21%
8 | Semak Belukar 370,36 0,16%
9 | Waduk 358,84 0,16%
10 | Tanah Kosong 314,32 0,14%
11 | Embung 250,47 0,11%
12 | Industri 144,43 0,06%
13 | Tegalan 14,45 0,01%
231.054,59 100,00%

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (2023a).

2.2.2 Perkonomian Kabupaten Bojonegoro

Secara umum gambaran Kkinerja perekonomian secara rill di suatu daerah

tergambarkan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan

penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha

kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan selama

tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami penurunan dimana pada

tahun 2022 turun di angka -6,16%. Sementara itu, jika melihat perhitungan
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pertumbuhan ekonomi tanpa migas maka Kabupaten Bojonegoro terus mengalami

peningkatan dimana pada tahun 2022 berada di angka 6,04%.

6,34
/
4 33/
0,4
<
2018 2019 2020 2021 2022
5,54 —
-6,16
= = Dengan Migas Tanpa Migas

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro (2023b)
Gambar 2.2

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha yang
berkontribusi paling tinggi terhadap struktur perekonomian di Kabupaten
Bojonegoro. Sektor ini berkontribusi kurang lebih sebesar 50% dari total PDRB di
Kabupaten Bojonegoro. Namun demikian, di luar sektor tersebut, sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang menjadi penopang
perekonomian tertinggi di Kabupaten Bojonegoro.

Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi tulang punggung
perekonomian masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dimana kurang lebih sepertiga
masyarakat Kabupaten Bojonegoro bekerja pada sektor pertanian. Oleh karena itu,

sektor ini memegang peran penting dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
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Adapun besaran kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Bojonegoro

dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.3 dan besaran jumlah tenaga kerja di

Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.3

Jumlah Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB di Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2020 - 2022

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

No | PDRB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)
2020 2021 2022
1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 9.963,52 | 9.856,54 | 10.875,99
2 | Pertambangan dan Penggalian 30.507,96 | 42.594,56 | 54.559,34
3 | Industri Pengolahan 4.764,00 | 5.148,68 5.720,40
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 18,15 19,18 21,04
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampabh,
24,65 26,65 27,76
Limbah dan Daur Ulang
6 | Konstruksi 5.450,14 | 5.720,77 | 6.446,94
7 | Perdagangan Besar dan Eceran,
) ) 6.337,69 | 6.972,73 | 7.846,42
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8 | Transportasi dan Pergudangan 810,08 891,78 1.151,99
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan
) 696,85 761,90 896,95
Minum
10 | Informasi dan Komunikasi 4.758,73 | 5.128,77 5.484,53
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 1.081,42 | 1.124,82 1.232,91
12 | Real Estate 930,73 964,28 1.041,48
13 | Jasa Perusahaan 106,96 111,84 122,89
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
3.146,93 | 3.141,79 | 3.201,68
dan Jaminan Sosial Wajib
15 | Jasa Pendidikan 822,50 838,80 858,42
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 321,71 344,54 371,34
17 | Jasa Lainnya 516,50 553,26 632,79
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No PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
(Milyar Rupiah)

2020 2021 2022
PDRB 70.258,51 | 84.200,91 | 100.492,89
PDRB (Tanpa Migas) 39.976,25 | 41.871,02 | 46.326,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro (2023c).

Tabel 2.4
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 - 2021
NO URAIAN 2019 2020 2021
1 | Pertanian 320.935 310.745 310.388
2 | Buruh 125.180 115.080 114.723
3 | Perdagangan 138.766 117.711 117.711
4 | Industri 60.855 55.738 55.738
5 | Jasa 160.545 160.004 159.647
6 | Pegawai Negeri / ABRI / Pensiunan
i : 222.523 222.497 222.140
7 | Tenaga Kerja Musiman
Jumlah Penduduk Usia Kerja 1.028.804 1.039.409 1.012.630

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro (2023b)
Aspek lain yang dapat dilihat dari gambaran perekonomian suatu daerah adalah

dari aspek kemiskinan. Kemisikinan dipandang sebagai ketidakmampuan
masyarakat dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Salah satu indikator yang dapat
digunakan untuk melihat hal ini adalah persentase penduduk miskin. Persentase
penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita
perbulan di bawah garis kemiskinan. Persentase ini dihitung dengan
membandingkan antara penduduk miskin dengan jumlah penduduk. Adapun

persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bojonegoro mengalami tren
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yang berfluktuasi setiap tahunnya. Namun demikian, persentase penduduk tersebut
berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin yang ada di Provinsi Jawa

Timur.

—
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oo |_| ™ H B

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

O Bojonegoro [Jawa Timur
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2023a)
Gambar 2.3
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bojonegoro dan Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2022
Sementara itu, persentase penduduk miskin tersebut jika dibandingkan
dengan persentase penduduk miskin yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Timur berada pada urutan ke-11 terbesar sejak tahun 2020 - 2022. Adapun besaran

persentase tersebut penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur berdasarkan

kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2020 — 2022

Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020
Urutan Kab/Kota % | Urutan Kab/Kota % | Urutan Kab/Kota %
1 Sampang 21,61 1 Sampang 23,76 1 Sampang 22,78
2 Bangkalan 19,44 2 Bangkalan 21,57 2 Bangkalan 20,56
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Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020
Urutan Kab/Kota % | Urutan Kab/Kota % | Urutan Kab/Kota %
3 Sumenep 18,76 3 Sumenep 20,51 3 Sumenep 20,18
4 Probolinggo 17,12 4 Probolinggo 18,91 4 Probolinggo 18,61
5 Tuban 15,02 5 Tuban 16,31 5 Tuban 15,91
6 Ngawi 14,15 6 Ngawi 15,57 6 Ngawi 15,44
7 Pamekasan 13,93 7 Pamekasan 15,30 7 Pamekasan 14,60
8 Pacitan 13,80 8 Pacitan 15,11 8 Pacitan 14,54
9 Bondowoso 13,47 9 Bondowoso 14,73 9 Bondowoso 14,17
10 Lamongan 12,53 10 Lamongan 13,86 10 Lamongan 13,85
11 Bojonegoro 12,21 11 Bojonegoro 13,27 11 Bojonegoro 12,87
12 Situbondo 11,78 12 Situbondo 12,63 12 Gresik 12,4
13 Gresik 11,06 13 Gresik 12,42 13 Situbondo 12,22
14 Trenggalek 10,96 14 Trenggalek 12,14 14 Trenggalek 11,62
15 Madiun 10,79 15 Madiun 11,91 15 Nganjuk 11,62
16 Nganjuk 10,70 16 Nganjuk 11,85 16 Madiun 11,46
17 Kediri 10,65 17 Kediri 11,64 17 Kediri 11,4
18 Jawa Timur 10,38 18 Jawa Timur 11,4 18 Jawa Timur 11,09
19 Magetan 9,84 19 Magetan 10,66 19 Mojokerto 10,57
20 Mojokerto 9,71 20 Mojokerto 10,62 20 Magetan 10,35
21 Malang 9,55 21 Malang 10,5 21 Malang 10,15
22 Jember 9,39 22 Jember 10,41 22 Jember 10,09
23 Ponorogo 9,32 23 Ponorogo 10,26 23 Ponorogo 9,95
24 Lumajang 9,06 24 Lumajang 10,05 24 Jombang 9,94
25 Jombang 9,04 25 Jombang 10 25 Lumajang 9,83
26 Pasuruan 8,96 26 Pasuruan 9,7 26 Blitar 9,33
27 Blitar 8,71 27 Blitar 9,65 27 Pasuruan 9,26
28 Banyuwangi 7,51 28 Banyuwangi 8,07 28 Banyuwangi 8,06
29 Kota Blitar 7,37 29 Kota Blitar 7,89 29 Kota Blitar 7,78
30 Kota Kediri 7,23 30 Kota Kediri 7,75 30 Kota Kediri 7,69
Kota
31 Tulungagung 6,71 31 Tulungagung 7,51 31 Probolinggo 7,43
32 Kota Probolinggo | 6,65 32 Kota Probolinggo | 7,44 32 Tulungagung 7,33

Bab Il -19




Naskah Akademik
Penyertaan Modal Daerah
Kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri

Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020
Urutan Kab/Kota % | Urutan Kab/Kota % | Urutan Kab/Kota %
33 Kota Pasuruan 6,37 33 Kota Pasuruan 6,88 33 Kota Pasuruan 6,66
34 Kota Mojokerto 5,98 34 Kota Mojokerto 6,39 34 Kota Mojokerto 6,24
35 Sidoarjo 5,36 35 Sidoarjo 5,93 35 Sidoarjo 5,59
36 Kota Madiun 4,76 36 Kota Surabaya 5,23 36 Kota Surabaya 5,02
37 Kota Surabaya 4,72 37 Kota Madiun 5,09 37 Kota Madiun 4,98
38 Kota Malang 4,37 38 Kota Malang 4,62 38 Kota Malang 4,44
39 Kota Batu 3,79 39 Kota Batu 4,09 39 Kota Batu 3,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2023a)

2.2.3 Pertanian Kabupaten Bojonegoro

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang
berkontribusi tertinggi pada PDRB Kabupaten Bojonegoro setelah kontribusi sektor
migas. Sementara itu, pada Tabel 2.4 juga menunjukkan bahwa sebagian besar
penduduk Kabupaten Bojonegoro berprofesi sebagai petani. Hal ini menunjukkan
bahwa sektor pertanian telah menjadi sektor andalan bagi masyarakat Kabupaten
Bojonegoro.

Komoditi pertanian Kabupaten Bojonegoro yang menjadi andalan utama
adalah padi dan jagung. Tercatat sejak tahun 2017 — 2021 komoditi padi konsisten
dihasilkan di angka 700 ribu ton lebih setiap tahunnya. Sementara itu, komoditi
jagung di rentang tahun yang sama konsisten dihasilkan di atas 200 ribu ton tiap
tahunnya. Adapun komoditi pertanian yang paling sedikit yaitu kelapa dimana
setiap tahunnya terus mengalami penurunan dengan total produksi di tahun 2021
tidak lebih dari 20 ton per tahun. Adapun perkembangan komoditi pertanian

tanaman pangan di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.6
Perkembangan Komoditi Pertanian di Kabupaten Bojonegoro
No | Jenis Komoditi ron
2017 2018 2019 2020 2021
1 | Padi 963.126 821.743 | 781.287 | 819.097 | 824.722
2 | Jagung 296.085 242587 | 334.069 | 274.014 | 311.685
3 | Kedelai 18.314 17.069 9.223 14.594 21.390
4 | Ubi Kayu 115.072 56.557 43.880 30.080 23.217
5 | Ubi Jalar 3.473 2.090 2.348 1.330 3.304
6 | Kacang Tanah 11.732 9.606 3.146 2.427 4.617
7 | Sayur-sayuran
a. Bawang Merah 10.313 18.032 27.108 35.679 33.164
b. Kacang Panjang 176 300 131 253 125
c. Cabe Rawit 3.082 24.615 25.637 20.454 2.403
d. Tomat 154 218 215 844 588
e. Terong 9.782 12.112 7.796 6.494 5.062
8 | Buah-buahan
a. Belimbing 1.305 3.507 2.463 1.742 1.095
b. Mangga 23.326 45.616 40.755 37.145 37.529
c. Pisang 122.817 249.638 | 236.616 | 212.385 60.920
d. Salak 187 24.663 3.062 1.620 9.446
e. Jambu Biji 3.744 9.562 12.947 9.106 22.321
9 | Perkebunan
a. Tembakau 4.994 10.512 5.918 11.647 11.758
b. Kelapa 74 65 34 23 17
c. Tebu 113.057 128.769 92.726 92.816 92.978

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro (2023b)

Besarnya potensi padi di Kabupaten Bojonegoro menjadikan Kabupaten

Bojonegoro sebagai salah satu dari tiga besar kabupaten dan kota penghasil padi di
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Jawa Timur. Hal ini yang selanjutnya berkontribusi terhadap pencapaian Provinsi
Jawa Timur sebagai provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia di tahun 2022.
Adapun daerah lainnya sebagai penghasil padi di Provinsi Jawa Timur adalah

sebagai berikut:

Jumlah Produksi Padi Kabupaten-;&t()):;fj.i?Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
- Kabupaten/Kota Produksi Persentase
(Ton) (%)
1 | Kabupaten Lamongan 903.882,29 9,49%
2 | Kabupaten Ngawi 755.938,95 7,94%
3 | Kabupaten Bojonegoro 704.288,94 7,39%
4 | Kabupaten Jember 607.371,19 6,38%
5 | Kabupaten Tuban 498.938,59 5,24%
6 | Kabupaten Banyuwangi 462.205,98 4,85%
7 | Kabupaten Gresik 411.242,20 4,32%
8 | Kabupaten Madiun 401.573,69 4,22%
9 | Kabupaten Nganjuk 376.476,43 3,95%
10 | Kabupaten Ponorogo 359.413,77 3,77%
11 | Kabupaten Jombang 337.172,14 3,54%
12 | Kabupaten Lumajang 300.829,01 3,16%
13 | Kabupaten Mojokerto 281.829,41 2,96%
14 | Kabupaten Malang 271.606,78 2,85%
15 | Kabupaten Magetan 266.699,89 2,80%
16 | Kabupaten Pasuruan 247.255,72 2,60%
17 | Kabupaten Bondowoso 238.677,65 2,51%
18 | Kabupaten Sumenep 230.581,31 2,42%
19 | Kabupaten Blitar 215.482,79 2,26%
20 | Kabupaten Tulungagung 207.217,26 2,18%
21 | Kabupaten Bangkalan 198.122,71 2,08%
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. Kabupaten/Kota Produksi Persentase
(Ton) (%)

22 | Kabupaten Sidoarjo 194.540,45 2,04%
23 | Kabupaten Probolinggo 185.412,51 1,95%
24 | Kabupaten Sampang 172.494,38 1,81%
25 | Kabupaten Kediri 168.853,55 1,77%
26 | Kabupaten Situbondo 141.628,00 1,49%
27 | Kabupaten Trenggalek 115.758,01 1,22%
28 | Kabupaten Pamekasan 107.648,71 1,13%
29 | Kabupaten Pacitan 90.428,21 0,95%
30 | Kota Madiun 11.453,92 0,12%
31 | Kota Malang 10.771,15 0,11%
32 | Kota Kediri 10.197,50 0,11%
33 | Kota Surabaya 8.117,31 0,09%
34 | Kota Probolinggo 8.103,92 0,09%
35 | Kota Pasuruan 7.293,69 0,08%
36 | Kota Batu 6.762,57 0,07%
37 | Kota Blitar 5.212,13 0,05%
38 | Kota Mojokerto 5.032,96 0,05%

Provinsi Jawa Timur 9.526.515,67 | 100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2023b)

Berdasarkan Tabel 2.7 menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro
berkontribusi sebesar 7,39% dari total produksi padi di Jawa Timur. Produksi padi
di Kabupaten Bojonegoro dihasilkan di 28 kecamatan dimana yang terbanyak di
Kecamatan Kepohbaru, Sumberrejo, Kalitidu, Kedungadem, dan Dander dengan
total produksi di atas 50.000 ton pada tahun 2022. Sementara itu, Kecamatan

Gondang, Bubulan, Ngambon, Sekar, dan Kedewan menjadi yang terendah dengan
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total produksi di bawah 10.000 ton pada tahun yang sama. Adapun rincian hal

tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8

Jumlah Produksi Padi Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

i . Jumlah Produksi
(Ton)
1 | Kepohbaru 89.293
2 | Sumberrejo 69.500
3 | Kalitidu 64.936
4 | Kedungadem 64.521
5 | Dander 53.905
6 | Kanor 49.580
7 | Baureno 46.792
8 | Balen 41.990
9 | Sukosewu 41.613
10 | Kapas 38.305
11 | Ngraho 31.366
12 | Malo 28.434
13 | Gayam 28.381
14 | Tambakrejo 28.137
15 | Ngasem 25.975
16 | Sugihwaras 24.289
17 | Padangan 23.671
18 | Kasiman 19.704
19 | Purwosari 19.086
20 | Trucuk 16.619
21 | Temayang 16.539
22 | Bojonegoro 11.892
23 | Margomulyo 10.205
24 | Gondang 9.953
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Jumlah Produksi
No Kecamatan
(Ton)
25 | Bubulan 5.516
26 | Ngambon 4.717
27 | Sekar 3.007
28 | Kedewan 2.592

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (2023c)

2.2.4 Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Gambaran keuangan merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapat
atensi bagi para stakeholder di Kabupaten Bojonegoro. Gambaran keuangan pada
pembahasan ini akan memberikan informasi mengenai gambaran pendapatan,
kondisi penyertaan modal dan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten

Bojonegoro.

2.2.4.1 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pendapatan menggambarkan semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Secara
garis besar terdapat tiga jenis pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun
gambaran realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah

sebagai berikut:
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Ringkasan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2018 — 2021

Keterangan 2018 2019 2020 2021
PENDAPATAN DAERAH | 4.823.752.241.464 | 4.769.828.177.734 | 4.165.075.649.836 | 5.904.101.073.580
Pendapatan Asli Daerah

425.167.970.431 561.251.499.956 | 720.914.033.084 | 955.640.728.380
(PAD)
Pendapatan Transfer 3.991.503.924.460 | 4.109.980.517.778 | 3.336.211.501.607 | 4.783.858.759.040
Lain-Lain Pendapatan

407.080.346.573 98.596.160.000 | 107.950.115.145 | 164.601.586.159

Daerah yang Sah

Sumber: Data diolah

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah

Kabupaten Bojonegoro selama empat tahun terakhir memiliki tren yang

berfluktuasi. Dari ketiga jenis Pendapatan Daerah tersebut, Pendapatan Transfer

merupakan jenis pendapatan yang berkontribusi paling besar. Besarnya Pendapatan

Transfer tersebut dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh dari Bagi

Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dimana besarnya pendapatan tersebut

berbanding lurus dengan besarnya potensi minyak bumi yang ada di Kabupaten

Bojonegoro.

Di sisi lain, penerimaan yang bersumber dari PAD selama empat tahun

terakhir terus mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2020 terjadi pandemi

Covid-19 di dunia. Besarnya kenaikan PAD di Kabupaten Bojonegoro pada tahun

2021 disebabkan oleh kenaikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan secara signifikan atau hampir dua kali nilai pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun sebelumnya. Pendapatan ini

merupakan jenis pendapatan yang diperoleh dari Bagian Laba yang Dibagikan

kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
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(Lembaga Keuangan). Adapun besaran komposisi realisasi PAD selama empat

tahun terakhir dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Besaran Komposisi Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2018 - 2021

Keterangan 2018 2019 2020 2021
PAD 425.167.970.431 | 561.251.499.956 | 720.914.033.084 | 955.640.728.380
Pajak Daerah 94.593.395.280 | 108.830.092.963 | 116.294.020.878 | 138.556.630.180
Ret ribusi Daerah 19.844.707.742 | 28.683.142.118 | 28.321.158.415 | 32.742.645.778
Hasil Pengelolaan Kekayaan 18.121.803.635 | 16.816.223.664 | 143.501.369.940 | 398.273.820.075
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli 292.608.063.774 | 406.922.041.211 | 432.797.483.851 | 386.067.632.347

Daerah Yang Sah

Sumber: Data diolah

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa sejak dua tahun terakhir terdapat perubahan

jenis PAD yang berkontribusi terhadap total PAD. Pada tahun 2018-2019,

kontribusi Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

merupakan jenis PAD yang berkontribusi paling tinggi terhadap total PAD. Namun

demikian, sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 pendapatan yang diperoleh dari

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memainkan peran penting

terhadap kenaikan total PAD dimana jenis PAD ini mengalami peningkatan yang

sangat signifikan, Hal ini yang selanjutnya membuat jenis PAD ini menjadi jenis

PAD vyang berkontribusi paling tinggi terhadap total PAD pada tahun 2021

dibandingkan dengan jenis PAD lainnya.
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2.2.4.2 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Penyertaan modal daerah merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah,
pertumbuhan  perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, salah satu manfaat yang diharapkan dari
penyertaan modal daerah tersebut adalah manfaat ekonomi yang salah satunya
dalam bentuk dividen. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 aktiivitas
investasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ter